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ROBI SETIAWAN
ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan tentang
lembaga/instansi yang berwenang melakukan penghitungan serta menyatakan (men-declare)
terhadap kerugian keuangan Negara dalam perkara tindak pidana korupsi dalam peraturan
hukum yang berlaku, dan untuk mengetahui dan menganalisis apakah Jaksa Penuntut Umum
(JPU) berwenang menghitung sendiri dan menyatakan (men-declare) ada tidaknya kerugian
negara baik di dalam surat dakwaan dan surat tuntutannya (requisitoir). Jenis penelitian ini
adalah penelitian hukum normatif. Tipe penelitian adalah konflik norma (anomali). Hasil
penelitian ini adalah pertama, dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 23E Undang-Undang
Dasar Negara Rl Tahun 1945 dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006
tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Pasal 3 huruf e Peraturan Presiden Nomor 192
Tahun 2014 dan Peraturan Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kegiatan Bidang Investigasi, Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembanguan (BPKP), Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
31/PUU-X/2012 tgl. 23 Oktober 2012, serta Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor
4 Tahun 2016 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 maka lembaga
yang berwenang menghitung kerugian keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan
(BPK), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Badan Pengawas Keuangan
dan Pembangunan (BPKP), dan Inspektorat. Namun lembaga yang dapat menyatakan (men-
declare) ada tidaknya menyatakan (men-declare) ada tidaknya adalah Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK). Kedua, walaupun telah ada Kesepakatan Bersama Penegak Hukum yang
tertuang dalam Criminal Justice System yang ditandatangani oleh semua instansi penegak
hukum terkait dengan tindak pidana korupsi pada bulan September 2011 bahwa aparat
penegak hukum (APH) tidak mempermasalahkan siapa/ lembaga mana yang menghitung
kerugian negara, selama keyakinan hakim terpenuhi maka secara yuridis Jaksa Penuntut
Umum (JPU) Jaksa Penuntut Umum (JPU) harus mendapatkan laporan hasil perhitungan
keuangan (audit) dari BPK atau BPKP (audit negara) atau Inspektorat. Jaksa Penuntut Umum
(JPU) tidak dapat menghitung sendiri besaran kerugian negara baik di dalam Surat Dakwaan
dan Surat Tuntutannya (requisitoir) dan menyatakan (men-declare) telah terjadi kerugian
keuangan negara tanpa adanya hasil audit dari lembaga/instansi yang berwenang.

Kata Kunci: Pengaturan, Penghitungan Kerugian Keuangan Negara, Perkara Tindak Pidana
Korupsi



PENGATURAN TENTANG PENGHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA
DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

(Robi Setiawan, 2023, 71 halaman)
RINGKASAN

Pasal 23E Amandemen Ketiga Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa untuk
memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan Negara diadakan satu Badan
Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri. Hasil pemeriksaan keungan Negara
diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya. Hasil pemerinksaan tersebut
ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang.
Ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK) menyebutkan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan bertugas memeriksa
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat,
Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara,
Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah dan lembaga atau badan lain yang
mengelola keuangan negara. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012 tgl. 23
Oktober 2012 secara substantif menyebutkan bahwa (a) a. Karena keterbatasan tenaga dan
sumber daya manusia (SDM) yang ada di BPK maka BPKP dapat pula melakukan
penghitungan kerugian keuangan negara; (b) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam
hal ini Inspektorat tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan
namun tidak berwenang menyatakan atau men-declare adanya kerugian tertentu; (c) Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki kewenangan diskresioner untuk menggunakan
informasi tentang kerugian negara dalam bentuk Laporan Hasil Penghitungan Kerugian
Keuangan Negara (LPHKKN) dari BPKP dan BPK, digunakan atau tidak informasi itu dalam
pengambilan putusan merupakan kemerdekaan Hakim yang mengadili perkara tersebut. Surat
Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakukan Rumusan
Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan
Tugas Bagi Pengadilan menyebutkan bahwa (1) Instansi yang berwenang menyatakan
(declare) ada tidaknya kerugian keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),
yang memiliki kewenangan konstitusional; (2) Sedangkan instansi lainnya seperti Badan
Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP)/ Inspektorat/ Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan Negara.
Namun, tidak berwenangn menyatakan atau men-declare adanya kerugian keuangan Negara;
(3) Dalam hal tertentu, hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian
keuangan negara dan besarnya kerugian keuangan Negara.

Terdapat kekaburan hukum tentang apa yang dimaksud dengan “dalam hal tertentu” di dalam
SEMA Nomor 4 Tahun 2016.

Hal-hal di atas telah menimbulkan konflik norma (anamali hukum). Tujuan penelitian ini
adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan tentang lembaga/instansi yang
berwenang melakukan penghitungan serta menyatakan (men-declare) terhadap kerugian
keuangan Negara dalam perkara tindak pidana korupsi dalam peraturan hukum yang berlaku,
dan untuk mengetahui dan menganalisis apakah Jaksa Penuntut Umum (JPU) berwenang
menghitung sendiri dan menyatakan (men-declare) ada tidaknya kerugian negara baik di
dalam surat dakwaan dan surat tuntutannya (requisitoir). Jenis penelitian ini adalah penelitian
hukum normatif, menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan
hukum tersier.



Tipe penelitian adalah konflik norma yaitu terdapat pertentangan hukum tentang pengaturan
lembaga/instansi yang berwenang menghitung Kkerugian keuangan negara dan
lembaga/instansi yang berwenang menyatakan (men-declare) ada tidaknya kerugian
keuangan negaradalam perkara tindak pidana korupsi.

Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:

1. Dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 23E Undang-Undang Dasar Negara Rl Tahun
1945 dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK) Pasal 3 huruf e Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014
dan Peraturan Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor 17
Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kegiatan Bidang Investigasi, Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembanguan (BPKP), Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
31/PUU-X/2012 tgl. 23 Oktober 2012, serta Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA)
Nomor 4 Tahun 2016 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016
maka lembaga yang berwenang menghitung kerugian keuangan negara adalah Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Inspektorat. Namun lembaga
yang dapat menyatakan (men-declare) ada tidaknya menyatakan (men-declare) ada
tidaknya adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

2. Walaupun telah ada Kesepakatan Bersama Penegak Hukum yang tertuang dalam Criminal
Justice System yang ditandatangani oleh semua instansi penegak hukum terkait dengan
tindak pidana korupsi pada bulan September 2011 bahwa aparat penegak hukum (APH)
tidak mempermasalahkan siapa/ lembaga mana yang menghitung kerugian negara, selama
keyakinan hakim terpenuhi maka secara yuridis Jaksa Penuntut Umum (JPU) Jaksa
Penuntut Umum (JPU) harus mendapatkan laporan hasil perhitungan keuangan (audit) dari
BPK atau BPKP (audit negara) atau Inspektorat. Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak dapat
menghitung sendiri besaran kerugian negara baik di dalam Surat Dakwaan dan Surat
Tuntutannya (requisitoir) dan menyatakan (men-declare) telah terjadi kerugian keuangan
negara tanpa adanya hasil audit dari lembaga/instansi yang berwenang.
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